BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 32. TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 18
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

bahwa dalam rangka tertib administrasi, dan terciptanya
harmonisasi, stabilisasi, efektifitas, serta menjamin
partisipasi masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lumajang, dengan Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimaan telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

i1

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5202);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5333 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016;

16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
S Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum
Yayasan;

17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum
Perkumpulan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 18
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNG-JAWABAN, SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun
2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lumajang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (4), ayat (5), ayat (6) diubah dan
ditambahkan satu ayat baru yaitu (4a) sehingga Pasal 7
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada
satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non
kementerian yang wilayah kerjanya berada di
Kabupaten Lumajang.

(2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dilaksanakan
dalam mekanisme APBN dan/atau APBD sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.



(3) Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada
daerah otonom baru hasil pemekaran daerah
sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-
undangan.

(4) Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf c¢ diberikan dalam rangka untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4a) hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk
meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah
dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada
badan dan lembaga:

a. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang
dibentuk  berdasarkan  peraturan perundang-
undangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah
memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) yang
diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur,
atau Bupati; atau

c. yang bersifat nirlaba, sukarela, bersifat sosial
kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/
kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum  adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat, dan keberadaannya
diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari
pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait
sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau
perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan
badan hukum dari kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai
peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan dengan
persyaratan paling sedikit:

a. memiliki kepengurusan yang jelas;
b. memiliki surat keterangan domisili dari
Lurah/Kepala Desa setempat; dan



(2)

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang

Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan dengan persyaratan

paling sedikit:

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia paling
singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan;

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang; dan

c. memiliki sekretariat tetap.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 10

Usulan/permohonan tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit
dilengkapi dokumen :
a. proposal, yang paling sedikit memuat:

1) latar belakang;

2) maksud dan tujuan;

3) lokasi pelaksanaan;

4) waktu pelaksanaan;

S) data umum organisasi/lembaga;

6) rencana kegiatan; dan

7) rencana anggaran biaya.

b. pernyataan kesediaan menyediakan dana

pendamping, apabila diperlukan.

Dalam hal permohonan diajukan oleh organisasi
kemasyarakatan, selain dilengkapi dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
melampirkan persyaratan administrasi, dan untuk
tujuan penggunaan bangunan/fisik harus dilengkapi
dengan dokumen teknis.

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) meliputi:

a. akta notaris mengenai pendirian lembaga atau
dokumen lain yang dipersamakan;

b. pengesahan Badan Hukum Indonesia  dari
Kementerian Hukum Dan Ham;

¢. nomor pokok wajib pajak (NPWP)

d. surat keterangan domisili lembaga dari
Desa/Kelurahan setempat;

€. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi
yang berwenang;

f. bukti kontrak sewa gedung/ bangunan, bagi lembaga
yang kantornya menyewa;

g. fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku
atas nama Ketua dan Sekretaris atau sebutan
lainnya; dan



(4)

(5)

h. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama

lembaga dan/atau pengurus pengusul/pemohon
hibah.

dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan
atau dokumen lain yang sejenis.

dihapus.

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 18

Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta
besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan
dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD.

Draft Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disiapkan oleh SKPD terkait.

Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah
kepada penerima hibah dilakukan setelah
penandatanganan NPHD.

Ketentuan Pasal 43 ditambah ayat baru yaitu ayat (la),
sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(3)

Pasal 43

Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran
bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD.

Draft Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disiapkan oleh SKPD terkait.

Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan
pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum
dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (2).

Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (2) didasarkan pada permintaan tertulis dari
individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau
surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta

mendapat persetujuan bupati setelah diverifikasi SKPD
terkait.



(4)

Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) cukup dengan membubuhkan tanda acc atau
catatan lain pada telaahan staf yang dibuat SKPD
terkait mendasari hasil verifikasi.

Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) untuk santunan kematian penduduk miskin
dilimpahkan oleh Bupati kepada Kepala Kantor Sosial
dalam bentuk Keputusan Kepala Kantor Sosial tentang
Persetujuan Pemberian Santunan Kematian Penduduk
miskin di Kabupaten Lumajang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 1 Juni 2016

Drs. H. AS’AT, M. Ag.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

G o T

Drs. MASUDI, M. Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19570615 198503 1 021

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 NOMOR 53



